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Pemerintahan Daerah
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Pasal 1 ayat 70

DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan

persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan

kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan

tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara

Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam

rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau

meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Definisi Dana Bagi Hasil (DBH)
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UU 3/2004 UU 1/2022

PENERIMAAN NEGARA
YANG DIBAGIHASILKAN

Berdasarkan rencana tahun
berikutnya

Berdasarkan realisasi tahun
sebelumnya

DIBAGIHASILKAN KEPADA 1. Daerah Penghasil
2. Daerah Lainnya dalam satu

Provinsi

1. Daerah Penghasil
2. Daerah Pengolah
3. Daerah berbatasan langsung

dengan Daerah Penghasil
4. Daerah Lainnya dalam satu

Provinsi

FORMULA ALOKASI Berdasarkan proporsi tertentu
antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah

Dihitung berdasarkan:
1. Alokasi formula berdasarkan

proporsi tertentu dengan bobot
90%

2. Alokasi Kinerja dengan bobot
10%
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Daerah Penghasil Daerah Pengolah

MINERBA
- Daerah yang menjadi wilayah pertambangan mineral 

dan batubara.
- Daerah yang menjadi lokasi tambang minerba yang 

telah berproduksi dan menghasilkan komoditas
tambang minerba.

MIGAS
- Daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi

berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri 
yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang
minyak dan gas bumi.

PANAS BUMI
- Daerah yang menjadi wilayah kerja panas bumi

MINERBA
- Daerah yang menjadi lokasi pengolahan mineral dan 

batubara dan beresiko terdampak eksternalitas
negatif.

MIGAS
- Daerah yang menjadi lokasi pengolahan minyak dan 

gas bumi dan beresiko terdampak eksternalitas
negatif.

PANAS BUMI
- Daerah yang menjadi lokasi pengolahan panas bumi

dan beresiko terdampak eksternalitas negatif.

Tercantum dalam lembar penjelasan UU No. 1 Tahun 2022 
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TOTAL ALOKASI DBH

ALOKASI FORMULA

90%

ALOKASI KINERJA

10%
DIBAGIKAN KE DAERAH PENGHASIL, 

PENGOLAH DAN BERBATASAN 
LANGSUNG

BERDASARKAN PROPORSI
(Daerah Penghasil dan 
Daerah Non Penghasil)

KINERJA DUKUNGAN OPTIMALISASI 
PENERIMAAN NEGARA

KINERJA PEMELIHARAAN 
LINGKUNGAN

Berdasarkan:
1. Ketepatan waktu Penyampaian BAR 

Pajak
2. Deviasi Kewajiban Penyetoran

Pemungutan Pajak Pusat oleh BUD.
3. Optimalisasi penerimaan cukai oleh 

Pemda

Berdasarkan Data:
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Akan diatur
dalam PP

Akan diatur
dalam PMK
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Berbatasan 

langsung

Daerah 

lainnya

1 Mineral dan Batubara

   a. Iuran Tetap

        - Darat-Laut < 4 Mil 20% 16% 64% 20% 30% 50%

        - Laut 4 Mil sd 12 Mill 20% 80% 20% 80%

   b. Iuran Produksi

        - Darat-Laut < 4 Mil 20% 16% 32% 32% 20% 16% 32% 8% 12% 12%

        - Laut 4 Mil sd 12 Mill 20% 26% 54% 20% 26% 8% 46%

2 Minyak Bumi 15%

        - Darat-Laut < 4 Mil 84,5% 3,1% 6,2% 6,2% 84,5% 2% 6,5% 1% 3% 3%

        - Laut 4 Mil sd 12 Mill 84,5% 5,17% 10,33% 84,5% 5% 1% 9,5%

3 Gas Bumi 30%

        - Darat-Laut < 4 Mil 69,5% 6,1% 12,2% 12,2% 69,5% 4% 13,5% 1% 6% 6%

        - Laut 4 Mil sd 12 Mill 69,5% 10,17% 20,33% 69,5% 10% 1% 19,5%

4 Panas Bumi 20% 16% 32% 32% 20% 16% 32% 8% 12% 12%

Provinsi
Kab/Kota 

Penghasil

Kab/Kota 

Pengolah

UU 33/2004 UU 1/2022

PemerataanJenis Penerimaan Negara 

yang Dibagihasilkan
No

Pusat Provinsi
Kab/Kota 

Penghasil
Pemerataan Pusat
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Penyampaian Usulan Penetapan
Daerah Penghasil Oleh Unit Teknis
(Ditjen Migas, Ditjen Minerba Dan
Ditjen Ebtke)

Minggu ke-II Agustus

(Unit Teknis)
Minggu ke-III Agustus

(Biro Keuangan)

Evaluasi Usulan Penetapan
Daerah Penghasil Dan
Menyampaikan Surat Permintaan
Pertimbangan Kepada
Kemendagri

Pembahasan Dan Penyusunan
Pertimbangan Penetapan Daerah
Penghasil Dalam Hal Lokasi Sda
Berada Pada Wilayah Yang
Berbatasan Atau Lebib Dari Satu
Daerah Oleh Kemendagri

Minggu ke-IV Agustus

(Kemendagri)

Penyampaian surat usulan

penetapan daerah penghasil

kepada Ditjen Perimbangan

Keuangan Kemenkeu

Minggu ke-II September

(Biro Keuangan)

Pembahasan Final
Penetapan Daerah Penghasil
Antara Biro Keuangan,
Kemenkeu Dan Unit Teknis
Terkait

Minggu ke-I September

(Biro Keuangan dan DJPK 

Kemenkeu)

PENETAPAN TARGET 
DALAM RAPBN DAN 

NOTA KEUANGAN

PENETAPAN TARGET 
DALAM APBN DAN 
NOTA KEUANGAN

Penyampaian usulan
penetapan daerah
penghasil oleh Unit Teknis
(Ditjen Migas, Ditjen
Minerba dan Ditjen EBTKE)

8  Hari Kerja Setelah Kesepakatan
Pemerintah Dan DPR-RI Terkait
Asumsi Lifting Migas Dan Target 

PNBP (Unit Teknis)

Penyusunan dan Penyampaian
RKepmen ESDM tentang
Penetaopan Daerah Penghasil
kepada Kepala Biro Hukum

5 Hari Kerja Setelah Surat Usulan
Dari Unit Teknis Diterima

(Biro Keuangan)

Biro Hukum memproses
RKepmen ESDM tentang
Penetapan Daerah Penghasil
untuk disampaikan kepada
Menteri untuk ditandatangani

60 Hari Sebelum Tahun Anggaran 
Bersangkutan Dilaksanakan

TIMELINE PENYUSUNAN PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN 
DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SDA
(SE MESDM 0011 E/82/SJN.K/2018)

KEPMEN ESDM 
TENTANG 

PENETAPAN 
DAERAH PENGHASIL
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Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Penyusunan dan 
penyampaian target 
dan pagu penggunaan
PNBP tahun X+1 ke
Kemenkeu dalam
rangka penyusunan
pagu indikatif

Rekonsiliasi final 
TW IV Tahun
anggaran X-1

Penyampaian revisi target 
dan pagu penggunaan PNBP 
tahun X+1 ke Kemenkeu
dalam rangka penyusunan
pagu anggaran

Penyampaian rencana
penetapan Daerah 
Penghasil dan Dana 

Bagi Hasil SDA Tahun
X+1 ke Biro Keu Finalisasi dan Penyusunan SK 

Menteri ESDM tentang
Penghasil dan Usulan Dana Bagi
Hasil SDA Minerba, Pabum, dan 
Migas Tahun X+1;

Akhir Oktober:

Penetapan SK Menteri 
ESDM tentang
Penghasil dan Usulan
Dana Bagi Hasil SDA 
Minerba, Pabum, dan 
Migas Tahun X+1;

Rekonsiliasi TW I 
Tahun anggaran X

Rekonsiliasi TW II 
Tahun anggaran X

Rekonsiliasi TW 
III Tahun
anggaran X

Rekonsiliasi TW 
IV Tahun
anggaran X

s.d. November 
Tahun X

TIMELINE PENYUSUNAN TARGET DAN REKONSILIASI PNBP

Surat usulan
penetapan DP 

ke DJPK

• Permintaan Perimbangan
Kemendagri terkait Usulan Daerah 
Penghasil dan Usulan DBH SDA 
Tahun X+1

CATATAN:

Tahun X adalah tahun berjalan

Penyampaian
Prognosa Tahun X 
ke DJPK
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TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP

Aceh 35,18         42,67         121% 7,49 10,11         65,33         646% 55,22 61,62         66,24         108% 4,62 68,47         54,40         79% -14,07 109,88       176,20       160% 66,32

Banten 19,59         13,68         70% -5,90 18,14         16,99         94% -1,15 21,09         15,29         72% -5,80 17,12         20,52         120% 3,40 9,46           25,09         265% 15,62

Bengkulu 152,36       194,30       128% 41,94 122,79       187,89       153% 65,10 206,06       126,17       61% -79,89 167,81       73,80         44% -94,01 154,33       196,53       127% 42,20

Daerah lstimewa Yogyakarta 0,14           0,04           28% -0,10 0,17           0,09           55% -0,08 0,19           0,17           88% -0,02 0,20           0,21           106% 0,01 0,18           0,10           56% -0,08 

Gorontalo 19,10         0,23           1% -18,87 4,75           0,74           15% -4,02 3,55           1,06           30% -2,50 1,81           0,52           29% -1,29 0,15           0,55           366% 0,40

Jambi 183,46       228,83       125% 45,37 101,46       255,75       252% 154,29 262,94       240,09       91% -22,85 224,25       197,97       88% -26,28 254,72       312,37       123% 57,65

Jawa Barat 45,74         37,40         82% -8,34 34,50         39,10         113% 4,60 34,38         36,57         106% 2,19 39,55         58,92         149% 19,38 51,92         55,56         107% 3,64

Jawa Tengah 0,64           0,61           94% -0,04 0,48           0,24           50% -0,24 0,22           0,25           110% 0,02 0,15           0,56           374% 0,41 0,35           0,51           147% 0,16

Jawa Timur 12,08         68,51         567% 56,43 0,83           127,33       15371% 126,50 94,95         166,27       175% 71,32 132,13       224,58       170% 92,45 268,74       152,42       57% -116,32 

Kalimantan Barat 217,13       105,73       49% -111,39 158,31       200,91       127% 42,60 159,72       318,19       199% 158,47 181,51       607,52       335% 426,01 655,87       998,65       152% 342,78

Kalimantan Selatan 4.228,17   5.313,55   126% 1.085,38 3.401,25   6.065,64   178% 2.664,39 5.820,39   5.260,10   90% -560,28 6.621,82   2.912,10   44% -3.709,72 3.158,40   6.571,54   208% 3.413,14

Kalimantan Tengah 1.128,67   1.107,77   98% -20,90 729,22       1.392,12   191% 662,89 1.040,19   1.466,53   141% 426,34 967,78       1.189,40   123% 221,62 1.282,26   2.678,72   209% 1.396,46

Kalimantan Timur 6.957,93   9.632,31   138% 2.674,38 6.363,25   11.174,76 176% 4.811,50 8.466,39   10.044,65 119% 1.578,26 9.435,95   6.652,05   70% -2.783,89 6.729,74   15.229,26 226% 8.499,52

Kalimantan Utara 397,56       657,62       165% 260,05 567,53       800,62       141% 233,09 739,94       706,33       95% -33,61 747,50       594,61       80% -152,89 669,32       1.293,83   193% 624,51

Kepulauan Bangka Belitung 430,21       641,34       149% 211,13 589,18       680,70       116% 91,52 785,55       561,20       71% -224,36 669,70       519,60       78% -150,09 564,14       1.108,40   196% 544,25

Kepulauan Riau 75,37         86,67         115% 11,29 38,92         83,48         214% 44,55 61,69         34,18         55% -27,52 42,15         32,54         77% -9,61 30,15         55,84         185% 25,69

Lampung 6,53           8,44           129% 1,92 9,89           11,85         120% 1,96 11,15         24,47         219% 13,32 12,12         21,41         177% 9,29 9,57           5,13           54% -4,44 

PROVINSI
2017 2018 2019 2020 2021

Bagian 1
(Rp. Miliar)
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TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP

Maluku 18,04         10,71         59% -7,33 10,88         16,19         149% 5,31 19,13         40,89         214% 21,76 16,15         6,25           39% -9,90 8,05           37,08         461% 29,03

Maluku Utara 119,00       195,29       164% 76,29 263,96       492,07       186% 228,11 342,55       653,02       191% 310,48 420,52       734,81       175% 314,28 736,31       1.566,64   213% 830,33

Nusa Tenggara Barat 441,76       708,81       160% 267,05 623,58       427,09       68% -196,49 533,74       214,58       40% -319,17 441,09       581,09       132% 140,00 331,28       749,58       226% 418,30

Nusa Tenggara Timur 10,94         3,88           36% -7,05 10,91         3,66           34% -7,25 9,47           1,18           12% -8,29 7,58           3,17           42% -4,41 3,87           5,14           133% 1,27

Papua 1.178,62   2.042,33   173% 863,72 2.462,49   4.247,69   172% 1.785,20 2.095,06   1.919,60   92% -175,46 2.207,53   1.936,04   88% -271,49 2.028,60   4.580,32   226% 2.551,72

Papua Barat 1,81           7,94           439% 6,13 26,44         16,48         62% -9,96 22,33         55,05         246% 32,71 20,78         63,78         307% 43,00 58,45         189,09       323% 130,64

Riau 39,12         47,23         121% 8,11 21,19         80,28         379% 59,10 93,05         91,03         98% -2,02 109,51       40,86         37% -68,65 84,98         107,77       127% 22,78

Sulawesi Barat 1,44           0,16           11% -1,27 1,26           0,09           7% -1,17 0,44           0,21           47% -0,23 0,35           0,63           180% 0,28 0,14           0,83           578% 0,69

Sulawesi Selatan 136,00       177,59       131% 41,59 193,07       249,19       129% 56,12 264,19       254,34       96% -9,85 260,89       294,68       113% 33,80 254,13       379,18       149% 125,05

Sulawesi Tengah 173,56       122,82       71% -50,74 117,47       155,28       132% 37,81 197,51       269,65       137% 72,14 144,42       559,73       388% 415,31 550,47       1.336,92   243% 786,45

Sulawesi Tenggara 183,39       347,64       190% 164,25 195,42       694,50       355% 499,08 623,75       1.038,52   166% 414,76 590,43       1.592,45   270% 1.002,03 1.148,36   2.854,60   249% 1.706,25

Sulawesi Utara 101,22       184,46       182% 83,25 210,37       229,66       109% 19,29 245,93       273,24       111% 27,31 260,18       411,05       158% 150,87 324,94       369,41       114% 44,47

Sumatera Barat 20,53         19,76         96% -0,77 19,81         42,12         213% 22,31 64,87         33,67         52% -31,19 44,79         26,46         59% -18,32 42,95         49,03         114% 6,08

Sumatera Selatan 1.476,29   1.716,90   116% 240,61 1.322,68   2.206,55   167% 883,86 2.322,82   2.116,70   91% -206,12 2.011,70   1.398,80   70% -612,90 2.256,74   2.819,65   125% 562,92

Sumatera Utara 46,94         45,19         96% -1,74 228,20       325,70       143% 97,50 355,85       314,30       88% -41,55 343,19       394,00       115% 50,82 322,09       434,47       135% 112,38

TOTAL 17.858,52 23.770,43 133% 5.911,91 17.858,52 30.290,07 170% 12.431,54 24.960,72 26.343,69 106% 1.382,97 26.209,09 21.204,51 81% -5.004,58 22.100,54 44.340,40 201% 22.239,86

PROVINSI
2017 2018 2019 2020 2021

Bagian 2
(Rp. Miliar)
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TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP TARGET REALISASI CAPAIAN +/- CAP

Aceh 0,19     0,19         101% 0,00 0,19     1,45         771% 1,26 0,21     1,17         562% 0,96 2,29     1,42         62% -0,87 1,49     1,49         100% 0,00

Banten 2,79     2,77         99% -0,02 2,81     2,78         99% -0,04 3,13     2,93         94% -0,20 3,00     2,86         95% -0,14 2,99     2,94         98% -0,05 

Bengkulu -           -               #DIV/0! 0,00 -           1,11         #DIV/0! 1,11 1,07     2,00         187% 0,93 1,03     1,01         99% -0,02 1,03     -               0% -1,03 

Jawa Barat 2,37     1,71         72% -0,65 0,03     1,75         6790% 1,72 1,37     2,54         185% 1,17 1,31     1,29         99% -0,01 1,31     0,03         2% -1,28 

Jawa Tengah 3,07     3,23         105% 0,16 2,40     3,72         155% 1,32 4,64     4,67         101% 0,03 3,92     3,76         96% -0,17 3,91     3,41         87% -0,50 

Jawa Timur 2,91     3,33         114% 0,42 3,40     3,51         103% 0,11 3,78     3,66         97% -0,12 3,75     2,68         72% -1,06 3,73     4,67         125% 0,93

Lampung 0,52     2,48         474% 1,96 1,91     2,55         134% 0,64 2,71     2,94         109% 0,23 2,78     2,65         95% -0,13 2,77     2,72         98% -0,05 

Maluku Utara 1,50     0,90         60% -0,61 -           1,13         #DIV/0! 1,13 1,28     2,39         187% 1,11 1,23     1,21         98% -0,02 1,22     -               0% -1,22 

Nusa Tenggara Timur 2,75     4,39         160% 1,64 3,08     4,98         162% 1,90 4,70     7,50         160% 2,80 8,90     6,03         68% -2,88 8,89     4,38         49% -4,51 

Sulawesi Utara -           -               #DIV/0! 0,00 -           -               #DIV/0! 0,00 -           -               #DIV/0! 0,00 -           -               #DIV/0! 0,00 0,53     0,76         144% 0,23

Sumatera Barat 1,50     2,15         144% 0,65 2,35     2,27         97% -0,08 2,49     2,33         94% -0,16 33,52   35,36      106% 1,84 37,04   37,14      100% 0,10

Sumatera Selatan 0,95     0,95         100% -0,00 1,37     0,99         72% -0,39 1,06     1,13         106% 0,06 13,65   1,04         8% -12,61 33,38   1,00         3% -32,38 

Sumatera Utara 1,69     1,71         102% 0,03 1,70     1,69         99% -0,01 5,79     4,04         70% -1,76 20,87   13,21      63% -7,66 34,15   16,21      47% -17,95 

TOTAL 20,24   23,82      118% 3,58 19,24   27,93      145% 8,69 32,23   37,29      116% 5,07 96,25   72,53      75% -23,72 132,44 74,75      56% -57,69 

PROVINSI
2017 2018 2019 2020 2021

(Rp. Miliar)
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Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal KESDM
Lantai 6 Gd. Chairul Saleh 
Jl. Medan Merdeka Selatan No.18
Jakarta Pusat


